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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan global masa kini memaksa politikiegrgpertahanan dan
keamanan Negara Indonesia disesuaikan tingkat veaanga mencakup regional,
karena dunia sudah tanpa batas (Konice Kohmaepddedemikian, politik strategi
pertahanan Negara Indonesia harus berupaya meganiptaontier di luar batas
negara dengan maksud untuk memperbesar ruang qreataldan keamanan dalam
menghadapi berbagai tantangan dan ancaman.

Politik strategi pertahanan Rl adalah jabatan deopolitik pada aspek
militer, karena itu mengandung aspek-aspek konsepsig, konsepsi frontier,
konsepsi kekuatan-kekuatan dan konsepsi penciptsanaman dan keamanan bagi
rakyat. Atau dengan kata lain Politik Strategi Besinan Rl dapat didefinisikan
sebagai perlawanan rakyat semesta yang disesudétagan perkembangan situasi
globalisasi. Dengan politik pertahanan rakyat sémeésaitkan dengan kondisi dan
konfigurasi geografis ruang negara, maka strategiapanan yang digelar untuk
mewujudkan rasa aman bagi rakyat adalafabflity in Depth" atau stabilitas
berlapis. Karena ancaman sudah menjadi virtual, gkinndatangnya tiba-tiba,
kesiagaan harus selalu ada dan arsitektur stabilieng belapis-lapis.Yang
dimaksud dengan stabilitas adalah komprehensifamukanya dalam masalah

Hankam tapi juga dalam ekonomi, politik dan soliadaya.

! Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-UndangaRenan dan Keamanan Negara
Republik Indonesia, Departemen Pertahanan Replidinesia, Jakarta, Agustus 2005.



Strategi pertahanan Indonesia berevolusi mulairdanyerap musuh masuk
ke dalam perang berkepanjangBnofectid War) yang dikembangkan mulai dengan
strategi perang gerilya menjadi strategi pertahaaidi, dimana musuh dihadapi
diluar ZEE, hingg&trategi Sability Index yang disesuaikan dengan tantangan yang
sifatnya virtual pada era globalisasi ini. Sedamgk@rategi Stability Index
mengupayakan stabilitas nasional yang ditopang stiehilitas pada/ital Sability
Area dan Immediate Sability Area. Selain hal tersebut perlu penopang sinergi
strategis antara wilayah diwujudkan melalui peraapt hubungan yang didasarkan
saling percaya Qonfidences) serta kerjasama yang intensif dan mendalam
(kerasama ini menjadiatalis) saling membutuhkan. Bagian-bagian dari duniaktida
lagi bisa berdiri sendiri-sendiri, melainkan memjasggota satu jaringan yang
saling ketergantungan secara ekonomi.

Strategi bidang pertahanan keamanan untuk mewajudkdan
mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan fRkpindonesia (NKRI)

sebagai satu kesatuan Hankam, harus mencerminkian-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepnlaua

2. Prinsip-prinsip humaniter.

3. Keterpaduan strategi penangkalan, perdamaian dtahpean aktif.
4, Konsep integrated armed fofce

Penggunaan kekuatan bersenjata hanya dilakukaagaehalternative
terakhir apabila upaya damai (Diplomasi) menemgiak@lan. Strategi pertahanan
merupakan bagian dari strategi penangkalan, diamukntuk mempertahankan

kedaulatan dan keamanan negara. Strategi pertahdiganakan jika strategi
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penangkalan belum mencapai tujuannya. Reaksi susgara dan bangsa terhadap
ancaman dapat bervariasi mulai paling keras sameitif lunak® Strategi

Pertahanan dan Keamanan dapat dibedakan menjdieigmpok, yaitu:

1. Strategi Pembangunan dan Pembinaan Kekuatan Hankam.
2. Strategi Penggunaan Kekuatan Hankam.
3. Strategi Kerjasama Internasional di bidang Hankam.

Dan adapun dari strategi-strategi tersebut satigaingaruhi oleh konteks
politik dan karakter pengambilan keputusan yangqakalahirkan suatu kebijakan.
Oleh karena itu, keputusan yang menyangkut mas#dakam senantiasa didahului
oleh proses konsultasi yang melibatkan eksekutih dagislatif sehingga
terbentuklah sasaran dan arah kebijakan pembanghitimg pertahanan dan
keamanan di wilayah Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pertahanan dan keamanaranBgesiden dibantu
oleh Dewan Keamanan Nasional (DKN). DKN merupakarapgkat kepresidenan
yang bertugas membantu Presiden untuk:

1. Menelaah, menilai, dan menyusun kebijakan terpattapanan keamanan
negara agar departemen pemerintah, lembaga péatenon departemen
dan masyarakat beserta TNl dapat melaksanakars tdga tanggung
jawab masing-masing dalam mendukung penyelenggdPastahanan dan
Keamanan negara.

2. Menelaah, menilai, dan menyusun Kkebijakan terpadengg@rahan
komponen pertahanan dan keamanan negara dalakaramgpilisasi dan

demobilisasi.
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3. Menelaah dan menilai resiko dari kebijakan yangna#ldetapkan. DKN
diketuai oleh Presiden dengan keanggotaan tetapidiak tetap. Anggota-
anggota DKN ini diangkat dan diberhentikan oleésitten.

Hubungan internasional tahun 2003 diwarnai berbiagapolitik, keamanan
dan ekonomi global yang diperkirakan masih akaostdrerkembang pada tahun
2004. Selain itu isu terorisme menghadirkan tardangerat bagi pemeliharaan
perdamaian dan keamanan internasional. Terorisnmgadidsu yang membayang-
bayangi isu-isu internasional penting lainnya seaiestarian lingkungan, HAM,
masalah tenaga kerja, dan liberalisasi perdagamgamasuk berbagai masalah
pembangunan yang dihadapi negara-negara berkembang.

Pada pemerintah terdahulu (Orde Baru) di Indonesipat menyikapi
persoalan terorisme dengan mengambil berbagai Kamdapencegahan dan
penaggulangan, misalnya melakukan operasi miligmgybersifat rahasia atau
terbuka yang melingkupi operasi intelijen, perugdim-perundingan, atau
kombinasi dari hal tersebut. Langkah-langkah nadidalam memerangi terorisme
internasional dan sebagai upaya penangkalan kagiatarisme di dalam negeri,
pemerintah memberlakukan undang-undang anti temefisNamun sejak era
“Reformasi” 1998 terjadi beberapa perubahauapun perubahan Undang-Undang
tersebut, yaitu:

1. Undang-undang anti subversive untuk menghadaprisere dihilangkan
pada tahun 1999 tanpa menggantikannya dengan g#dlasang yang
baru. Reformasi tidak dipersiapkan dengan baikesgara Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana tidak memadai untuk menghadgsgsoalan

* Lebih lanjut mengenai hal ini, lihat tulisan DonGghral Adian dalam Analisis CSIS edisi
Terorisme dan Keamanan Manusia tahun 2003 No. 1. hal. 78-88.
® Hasyim, hal. 14-15.



terorisme, khususnya yang menyangkut tindakan quai@n.

Kenyataannya, Undang-Undang Pidana didasarkan tiadakan represif

setelah berlangsungnya peristiwa.

2. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (PHipul dan no.
2/2002 berlaku 18 Oktober 2002) setelah peristipgangeboman Bali.
Meskipun telah sangat terlambat, namun Perpu bets¢elah dapat
memperkuat kapasitas hukum dari lembaga pemerintdiususnya
petugas intelijen, kepolisian, militer, penegakium dan imigrasi.

Strategi pertahanan dan keamanan yang dikelugs&arerintah Indonesia
untuk menanggulangi permasalahan dan penanggulaiegarisme di Indonesia
adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan memelihara kekuatan pertahanan negeg mampu
melindungi, memelihara, dan mempertahankan ketiaulserta keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Membangun dan memelihara kekuatan keamanan yangpumanenjaga
keamanan dan Kketertiban masyarakat dan meningkatk&stem
penyelidikan dan penyidikan dalam kerangka peregdkkum.

3. Meningkatkan  dukungan  pertahanan dan keamanan unelal
pendayagunaan secara optimal seluruh potensidéangs

4, Memantapkan kondisi Keamanan Nasional dan menjaggritas bangsa.
Terorisme adalah serangan-serangan terkoordinaang y bertujuan

membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompgslanakat. Berbeda dengan

perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tatacapefgangan seperti waktu

pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target kojibenyang acak serta seringkali



merupakan warga sipil. Istilah teroris oleh parali alisebut juga sebagai
kontrateroris dikatakan merajuk kepada para pelaku yang tidajabemg dalam
angkatan bersenjata yang dikenal atau tidak memetdaturan angkatan bersenjata
tersebut. Aksi teror juga mengandung makna bahwamgan-serangan teroris yang
dilakukan tidak berperikemanusiaan dan tidak mémilistifikasi, dan oleh karena
itu para pelakunya (teroris) layak mendapatkan @gaslan yang kejam. Para teroris
umumnya menyebut diri mereka sebageparatis, pejuang kebebasan, pasukan
perang salib, militan, mujahidin, dan lain-lain.

Terorisme telah ada lebih lama dari sejarah unmemusia. Secara umum,
terorisme muncul karena kebijakan-kebijakan politisional yang memperlakukan
secara tidak adil kelompok tertentu. Ketidakaditarkemudian diungkapkan dalam
bentuk kekerasan, teror, dan bahkan pembunuhararBo&nya itu, dalam tataran
internasional, terorisme juga merebak karena “pedagle politik internasional,
terutama negara-negara besar. Karena merasa tgrgary kelompok-kelompok
ini kemudian berjuang dengan cara-cara mereka endiuk mendapatkan
keadilan.

Ancaman Teroris bukan berasal dari sebuah orgsinismsnasional yang
membahayakan seluruh kawasan ASEAN maupun duniegalRén ekonomi dari
aksi teroris dirasakan secara langsung dan cepathdhini tidak memberikan
pilihan lain terhadap pemerintah selain menghararutkingga ke basis yang paling
penting.

Dampak aksi-aksi terorisme bagi dunia, termasuggi lbladonesia masih
terasa. Selain masalah keamanan, aksi teror telqemgaruh signifikan di bidang

ekonomi terutama perdagangan, pariwisata, danpoaiasi udara. Dalam hal ini



tidak dapat dilepaskan pengaruh bom Bali, 12 OktoB602 yang masih
menyisakan dampak bagi kehidupan masyarakat Basugnya dan Indonesia pada
umumnya. Peristiwa bom Hotel J.W. Marriott, Jakast#Agustus 2003, telah sekali
lagi menunjukkan adanya keperluan mendesak bagonkgia untuk terus
memperkuat kemampuan menghadapi ancaman dan bi&hayiame yang memang
nyata, sudah melibatkan jaringan unsur dalam damegeri.

Sejak bom Bali 12 Oktober 2002, Indonesia ditudiegagai wilayah bagi
kegiatan Al-Qaeda. Persoalan mendasar yang lebitdasar juga bersumber pada
inti identitas yang menyangkut faktor agama. Meskipndonesia dikenal sebagai
negara yang toleran terhadap perbedaan agama daprakekkan Islam modern,
gerakan-gerakan Islam radikal telah mendapatkaneantum untuk berkembang.

Persoalan bagi Indonesia menjadi lebih sukar denganguatnya garis
keras dalam lingkungan Islam Timur Tengah dan teddemya Al-Qaeda yang
berkembang pesat di kawasan asia dan menjalankaalasi terorisme dikarenakan
Bangsa Indonesia dengan mayoritas muslim mau tidak dianggap sebagai
sarangnya teroris. Sehingga adanya tuduhan baldeadsia menjadi tempat subur
bagi kegiatan teroris.

Mengenai tuduhan bahwa Indonesia menjadi tempstkegiiatan al-Qaeda,
Menteri Pertahanan Indonesia pada saat itu MatoduRADjalil, mengatakan yakin
bahwa kegiatan al-Qaeda memang ada di Indonesigludenya, Kepala Badan
Intelijen (BIN), Hendro Priyono juga mengatakan wahteroris asing pernah
berlatih di Sulawesi, tetapi ia kemudian menarikngataannya setelah dikritik oleh

kelompok-kelompok Islam domesfik.

® Donny Gahral Adian Qp.Cit., hal. 92.



Para ahli mengatakan bahwa serangan-seranganis teibrindonesia,
termasuk pengeboman gereja dan pusat perbelang@an,Smasing-masing pada
tahun 2000 dan 2001 berkaitan dengan kegiatarigererinternasiondl.Dan para
ahli terorisme internasional khawatir mengenai kegkinan kelompok al-Qaeda
menggunakan Indonesia sebagai basis kegiatannyeidi Tenggar4. Indonesia
mencoba bertahan dari tekanan-tekanan internasioriak membasmi kelompok-
kelompok militan lokal yang dicurigai memiliki hubgan dengan Al-Qaeda sampai
serangan bom di Bali 12 Oktober 2002. Sejak ituyapserius dilakukan oleh
pemerintah Indonesia untuk memerangi terorismerteesggansasi-organisasinya.

ASEAN sebagai regional grouping dalam bidang kewmma(ARF) sudah
menjadi pangkuan dari kawasan lain. Karena ituEAIS sebagai pengganda
bidang keamanan dapat dijadikan batu penjuBorrer Sone) dari politik
pertahanan kita. Disamping itu, ASEAN adalah satawdsan vital bagi
pembangunan dan perkembangan bangsa dan negaraesiadoJadi, politik
pertahanan perlawanan rakyat semesta perlu dis@dsiian dalam teks regional
menjadi perlawanan rakyat semesta regional, sehisggtegy stability indeks
benar-benar dapat terwujud. Untuk tercapainya lashsl perlu dilakukan:

1. Meningkatkan kualitas dan intensitas kerja samegdila bidang.

2. Meningkatkan saling percay&dnfidence) antara sesama anggota walaupun
pada awalnya memiliki ideologi yang berbeda.

3. Mempersiapkan kepemimpinan yang akan datang. Pgdgrtahanan di
atas, tidak hanya ditujukan ke utara (ASEAN) tejaga di segala penjuru

(Omni directional) yang artinya ke timur, ke selatan dan ke barat.

" “Indonesia Terorisme Q & A", dalam http//www.terrorismanswer.com, yang digutieh
Bantarto Bandoro datbid analisis CSIS. Hal. 92.
8 .
Ibid.



Berdasarkan Pancasila, bangsa Indonesia cenderancari harmoni dalam
kehidupan. Kemanusiaan dilukiskan sabagai keadil@ang beradab dan
kesejahteraan dilukiskan sebagai keadilan sosia y@engutamakan kebaikan bagi
sebanyak mungkin rakyat.

Strategi untuk menghadapi hakekat ancaman darogip&onflik yang

komplek harus disusun dengan mempertimbangkan:

1. Konteks dan eskalasi ancaman.
2. Manifestasi konflik.
3. Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber dayataR&nan dan

Keamanan Negara.

4, Penghormatan atas nilai-nilai kemanusian, demaokidesn hak-hak asasi
manusia.

Proses penyusunan strategi dan kebijakan PertaltamKeamanan negara
dirumuskaan melalui mekanismeklusif partisipatoris yang dilaksanakan secara
konsisten serta dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk mejigknencermati dan
mempelajari fenomena tersebut sebagai bahan panefiengan mendeskripsikan
kepada judul skripsiSTRATEGI PERTAHANAN KEAMANAN INDONESIA
DALAM MENANGANI TERORISME SERTA IMPLIKASINYA

TERHADAP STABILITAS KEAMANAN KAWASAN ASEAN.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah serta uraiaatadi, maka penulis

mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
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1. Bagaimana strategi pertahanan keamanan Indoned&ém demenangani
terorisme?

2. Bagaimana kondisi dan stabilitas kawasan ASEAN?

3. Sejauhmana strategi pertahanan keamanan Indonetan dmenangani

terorisme berpengaruh terhadap stabilitas keamieanaasan ASEAN?

1. Pembatasan Masalah
Karena luasnya permasalahan, penulis membatasialahasdengan
menitikberatkan pada Strategi Pertahanan Keamamdonésia dalam menangani

terorisme serta implikasinya terhadap stabiliteekanan kawasan ASEAN.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalatyk umemudahkan
penulis dalam melakukan pembahasan, penulis mekamusnasalah sebagai
berikut: “Bagaimana strategi pertahanan keamanan Indonesia aam

menangani terorisme berimplikasi terhadap stabilitaa keamanan kawasan

ASEAN?”
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta uraiaatadi, maka penulis
mengidentifikasi masalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui bagaimana strategi pertahanan dwam Indonesia

dalam menangani terorisme?
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Untuk mengetahui bagaimana kondisi dan stabilitagasan ASEAN?
Untuk mengetahui sejauhmana strategi pertahanamagsn Indonesia
dalam menangani terorisme berpengaruh terhaddplita® keamanan

kawasan ASEAN?

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang dilakukan diharapkan dagauna:

Dengan penelitian ini, diharapkan akan memperolem anenambah
pengetahuan penulis mengenai strategi-strateqy yemhubungan dengan
masalah terorisme serta melatih kemampuan berpi&ir menganalisis
suatu permasalahan.

Sebagai dedikasi penulis dalam memberikan sumbangsnikiran bagi
masyarakat dunia juga bagi bangsa dan negaranteersehingga dapat
dijadikan bahan referensi dan rujukan bagi meyake membutuhkan.
Untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalanmempuah ujian strata
— 1 (S-1) pada Jurusan Hubungan Internasional lfeskimu Sosial dan

[Imu Politik.

Kerangka Teoritis dan Hipotesis
Kerangka Teoritis

Globalisasi menimbulkan perubahan drastis daldrpdtansi ancaman yang

akan membawa ekses pada menguatnya berbagai kejaldtas negara secara

terorganisir, seperti pembajakan, penyelundupamcy@an kekayaan alam,

penjualan pasir, pencurian hak paten, pencemaran gencucian uang (money
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laundering), pencurian ikan, kejahatan dunia maggbdr crime), pemalsuan
dokumen, perdagangan narkoba dan terorisme. Mugulmcaman terhadap
keamanan nasional tersebut mengharuskan pemennéigembangkan strategi
keamanankomprehensif dengan tahapan-tahapan yang jelas, diawali dengan
pembentukan sistem peringatan dini, mekanisme pgehes& kejahatan, prosedur
penindakan dan proses penegakan hukum. Stratesgibtér pada akhirnya harus
bermuara kepada jaminan keselamatan individu dadertken umum. Hal ini
membutuhkan reformasi menyeluruh sektor keamanaforRasi ini ditujukan
pada seluruh Institusi yang memiliki kewenangarnuknnenggunakan kekerasan
fisik dan paksaan yang sah, baik berupa pemegangrmag untuk menggunakan
kekerasan, pengambil kebijakan dan pengawas pdageldiKeamanan Nasional
(pemerintah dan parlemen), maupun lembaga-lembagegak hukum dalam
kerangkalntegrated criminal justice system terutama adalah kepolisian, kejaksaan,
dan pengadilaf.

Hubungan Internasional yang menyangkut berbaggpekaskehidupan
manusia, pada hakekatnya akan membentuk tiga pddanigan, yaitu: kerjasama
(cooperation), persaingancompetition) dan konflik €onflict) antar negara yang
satu dengan negara yang lainnya. Hal ini disebakkeena adanya persamaan dan
perbedaan kepentingan nasional di antara negamanegjau bangsa di dunia.
Hubungan Internasional merupakan landasan bagiraeggara atau bangsa di
seluruh dunia dalam meningkatkan kohesifitas demgaara lainnya :

KJ. Holsti mengemukakan tentang istilah Hubungan Internakisgizagai

berikut:

° Ibid.,
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“Istilah hubungan internasional mengacu kepadauseimentuk
interaksi antar anggota masyarakat yang berlaibaik yang di
sponsori oleh pemerintah maupun tidak, hubungdernasional
akan meliputi analisa kebijakan luar negeri ataos@s-proses
antar bangsa menyangkut segala hubungaritu”.

Relevan dengan pernyataan di gésasvardi Wiriatmadja dalam bukunya
Pengantar Hubungan Internasional, mengemukakan bahwa Hubungan
Internasional adalah:

“Berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi aditara
masyarakat negara-negara, baik yang dilakukdnp®enerintah
atau warga negara. Pengkajian terhadap politik heseri atau
politik internasional, dan meliputi segi hubungaantara
berbagai negara di dunia meliputi kajian tehadamblaga
perdagangan internasional, organisasi internalsipatang merah
internasional, pariwisata, transportasi, komunikadan
perkembangan nilai-nilai dan etika internasioral”.

Dalam pembahasan yang berhubungan dengan masalaimasional
diperlukan suatu konsep dan teori sebagai landhsgpikir. Untuk itu masalah
internasional tidak mungkin begitu saja meninggal&atem internasional. Menurut
KJ. Holsti, sistem internasional adalah sebagai berikut:

“Sistem Internasional dapat didefinisikan sebadampulan

kesatuan politik yang independen seperti suku,aregkota,

bangsa dan kerajaan, yang berinteraksi dalam dredutinggi

dengan proses yang teratur, para pengkaji memppeyaertian

untuk menjelaskan keistimewaan atau karakterigtikaku unit

politik tersebut satu sama lain dan menerangkanbabpai

perubahan besar dalam interaksinyfa”.

Dalam konteks hubungan internasional adanya sisteemnasional jelas

sangat diperlukan untuk mengatur segala aspek Wehid dalam tatanan

19 KJ Holsti, Palitik Internasional, Suatu Kerangka Analisa, Bina Cipta, Bandung, 1887
26-27.

1 Suwardi WiriratmadjaPengantar Hubungan Internasional (Jakarta: Pustaka Sinar Mas,
1994), him. 36.

'2|bid hal. 35.
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internasional, dalam sistem internasional jelasnakdanya politik-politik dari
sebuah negara menjadi politik internasiodal;. Johari mengatakan bahwa:

“Politik Internasional merupakan salah satu kajy@mg penting

dalam studi hubungan internasional dan negaragaelgelaku,

berinteraksi dalam suatu sistem internasionaitipahternasional

peduli akan perdamaian power atau dengan kata palitik

internasional lebih menitikberatkan pada sisi klinflari suatu

negara sebagai aktor yang berdaufat”.

Politik adalah berbagai macam kegiatan di dalastesi politik atau negara
yang menyangkut proses penentuan tujuan dan bagaim&laksanakan tujuan-
tujuannya:* Sedangkan proses adalah pola-pola yang menyarsgisial politik
yang dibuat manusia yang menyangkut hubungan yatugdengan yang lain. Dan
sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan tgahgntuk dari beberapa unsur
(elemen). Unsur, komponen atau bagian yang banyiakatu sama lain berada
dalam keterikatan yang kait mengkait dan fungsiolising-masindwohesif satu
sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga eksistensinya> Konsep-konsep
politik yang umum diterapkan adalah: 1) Negataté); 2) Kekuasaanppwer); 3)
Pengambilan keputusandetision making); 4) Kebijakan golicy,beleid); 5)
Pembagiandjstribution) atau alokasiglocation).*®

Pengertian Politik Luar Negeri Rl dapat ditemuiddilam Pasal 1 ayat 2,

Undang-Undang No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungaar LNegeri yang

menjelaskan bahwa Politik Luar Negeri Republik inelsia adalah’

13 3. C. Joharilnternational Relations and Politics, 1985, hal. 9.

4 Prof. Miriam BudiardjoDasar-Dasar |lmu Politik, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

5 Rusadi KantaprawiraSstem Politik Indonesia Suatu Model Pengantar, Sinar Baru
Algesindo, Bandung, hal 3

16 prof. Miriam BudiardjoQOp.Cit. hal 9.

" Diplomat Luar Negeri RI, dalam http://www.deplujanorg/diplomat.html?page=-
496923283, diakses tanggal 2 Agustus 2009.
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"Kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Repubtitonesia

yang diambil dalam melakukan hubungan dengan aetsn,

organisasi internasional, dan subyek hukum inteomal lainnya

dalam rangka menghadapi masalah internasional gwrecapai

tujuan nasional."

Politik luar negeri suatu negara tidak bisa difqam begitu saja dari
kepentingan nasional bangsa tersebut, karena kegentnasional merupakan salah
satu terbentuknya suatu kebijakan politik luar medemana Indonesia dalam hal
ini lebih menekankan pada kekuatan dalam negenmgak menguatkan unsur
domestiknya khususnya pada pertahanan dan keamagemekonomi. Dalam hal
ini Prof. Miriam Budiardjo mengatakan: “Kebijakan adalah suatu kumpulan
keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atab ké&ompok politik dalam
usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untukcayesi tujuan-tujuan itu*®

MenurutB. N. Marbun kebijakan diartikan sebagai berikut:

“Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yaergadi garis

besar dan dasar rencana dalam satu pekerjaanmikepi@an

dalam pemerintahan atau organisasi; pernyataarcita, tujuan,

prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalamcapai

sasaran®’

Politik luar negeri Indonesia adalah politik lueageri bebas aktif yang telah
ditetapkan oleh Sidang Majelis Permusyawaratan RaRgmentara (MPRS) tahun
1966 yang kemudian menjadi pedoman pelaksanaatikpokr negeri Indonesia,
yaitu “bebas aktif’, anti imperialisme dan kolomsahe dalam segala bentuk dan
manifestasinya, dan ikut serta melaksanakan Ke#ertidunia, berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial, degabdi kepada kepentingan

nasional dan amanat penderitaan rakYat.

18 Miriam Budiardjo, Op.Cit. hal. 12.
19B. N. Marbun kamus politik, CV Muliasari, Jakarta, 2003 hal. 263.
20 sumaryo Suryokusumo, hal. 123.
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Dalam pelaksanaannya setiap negara memerlukaaskerp, karena setiap
negara tidak bisa berdiri sendiri dalam menciptakabilitas keamanan. Karena
pada hakekatnya kerja sama untuk menciptakan tijeesama.

Teuku May Rudy dalam bukunya Administrasi dan Organisasi
Internasional mengenai kerjasama internasionalyaah

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negdemgan

didasari struktur organisasi yang jelas dan lepgkserta

diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsungrtase

melaksanakan fungsinya secara berkesinambungamelambaga

guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yaperlakan

serta disepakati bersama, baik antara pemerintengash

pemerintah, antara sesama kelompok non-pemenada negara

yang berbeda®

Kata "strategi" adalah turunan dari kata dalamabahYunanistratégos.
Adapun stratgos dapat diterjemahkan sebagai 'komandan milteda zaman
demokrasi AthenaStrategi adalah pendekatan secara keseluruhanberkgitan
dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan stksefiuah aktivitas dalam
kurun waktu tertentu. Didalam strategi yang baikdapat koordinasi tim kerja,
memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukungngasesuai dengan prinsip-
prinsip pelaksanaan gagasan secara rasionalnefialam pendanaan, dan memiliki
taktik untuk mencapai tujuan secara efektif. Striatibedakan dengan taktik yang
memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan walgang lebih singkat, walaupun
pada umumnya orang sering kali mencampuradukkau#ekata tersebat.

Terorisme sering tampak dengan mengatasnamakanaageamun selain
oleh pelaku individual, terorisme bisa dilakukaelolnegara atau dikenal dengan

terorisme negarastgte terorism). Pada umumnya mereka menyebut diri sendiri

sebagaseparatis, pejuang kebebasan, pasukan perang salib, mifitajghidin, dan

2T May Rudy,Administrasi dan Organisasi Internasional, Eresco, Jakarta, 1994, hal. 3.
22 «gtrategi”., dalam http://id.wikipedia.org/wiki/@ttegi., diakses 15 oktober 2009.


http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Gagasan
http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
http://id.wikipedia.org/wiki/Tema
http://id.wikipedia.org/wiki/Taktik
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ruang_lingkup&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Waktu
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lain-lain. Adapun makna sebenarnya dari jihad mdjatadalah tindakan terorisme
yang menyerang penduduk sipil padahal penduduktsigiebut tidak terlibat dalam
perang.

Menurut Prof. M. Cherif Bassiouni sebagai ahli Hukum Pidana
Internasional mengatakan, bahwa: “Tidak mudah untokngadakan suatu
pengertian yang identik yang dapat diterima seaamé&versal, sehingga sulit
mengadakan pengawasan atas makna terorisme téréebut

Sedangkan menurtrof. Brian Jenkins mengatakan, bahwa: “Terorisme
merupakan pandangan yang subjektif, dimana didasaatas siapa yang memberi
batasan pada saat dan kondisi tertefitu”.

Dalam konteks kerjasama, negara-negara Asia Teamggemiliki suatu
badan atau organisasi kerjasama yang dinamakan NSBssociation South East
Asian Nations). ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 danBkok,
Thailand. ASEAN dari waktu ke waktu terus berkenthabDewasa ini ASEAN
memiliki suatu forum regional yang dinamak@&RF (ASEAN Regional Forum).

ARF dibentuk pada pertemuan tahunan para mentari legeri ASEAN
(ASEAN Ministerial Meeting/AMM) ke-26 dan ASEAN-PMC di Singapura tanggal
23-28 Juli 1983, sebagai forum konsultasi untuk femas masalah politik dan
keamanan di Asia Pasifik. Forum ini diikuti olehgaea-negara ASEAN dan

beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik, Amerika El@pa, yang diperkirakan

2 |ndriyanto Seno Adiji,Terorisme, Perpu No.l tahun 2002 dalam Perspektif Hukum
Pidana dalam Terorisme : Tragedi Umat Manusia (Jakarta: O. C. Kaligis & Associates, 2001),
hal.50.

% 1bid
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mempunyai pengaruh terhadap situasi politik danmieaean, baik pada tingkat
regional maupun globa.

ARF (ASEAN Regional Forum) mendasarkan kinerjanya pada tiga bentuk
mekanisme, yaitu?® pertama, Membina saling percayaC¢nfidence Building
Measures’CBMs) untuk mengurangi timbulnya konflik yang tidak rdjinkan,
maupun meningkatkan kualitas lingkungan politik. mMBeéaan rasa percaya ini
bukan saja di bidang militer, tetapi juga di biddmdang ekonomi dan politik.
CBMs juga merupakan latihan psikologis untuk meaggr atau bahkan
menghilangkan mispersepsi dan kecurigaan. Secaradasar CBMs bertujuan
untuk meningkatkan transparansi di antara negagarae Asia-Pasifik yang
berkaitan dengan kekuatan-kekuatan militer mer€katoh transparansi ini adalah
Buku Putih Pertahanaméfence White Paper) yang dapat diketahui oleh khalayak
umum baik domestik maupun antar negara, pembeataldini tentang latihan
bersenjata kepada negara tetangga, transparanbef@@msenjata dan tipe senjata
yang dibeli, pertukaran informasi intelijen damkain. Kedua, Diplomasi Preventif
(Preventive Diplomacy), yaitu tindakan non militer untuk mencegah tinmyal
perselisihan di antara berbagai pihak, dan mencqmakelisihnan berkembang
menjadi konflik dan membatasi perkembangan kordiabila itu terjadf’ Dan
Ketiga, Kerjasama keamanan dan politik, antara lain galinkar dokumen
pertahanan, informasi perkembangan politik domeddik regional, latihan militer

bersama pada tingkat bilateral dan multilaterdinganengirim pengamat di dalam

Ade Prianggani & Oman Heryaman, hal. 100.

2ASEAN Secretariat, ARF Documentations: 1993-200Iakérta, ASEAN Secretariat,
2001) dan lkrar Nusa Bhakfrorum Regional ASEAN dan Pengaturan Keamanan Regional di Asia
Pasifik, jurnal llmu Politik No. 16 (Jakarta: AIPI-LIPI @media Pustaka Utama, 1996), hal. 70-71
yang dikutip oleh Oman Heryaman dalam bukejian Srategis Dalam Dinamika Hubungan Luar
Negeri Indonesia, FISIP Uiversitas Pasundan, Bandung, hal. 101-102.

Z’Amitav Acharya.Selling Preventive Diplomacy, Business Times, (30-31 Juli 1994), hal. 1
yang dikutip oleh Op Cit Oman Heryaman, hal. 102.
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latihan militer yang dilakukan oleh negara-negarggamta, pengiriman siswa
militer, dan kerjasama lain yang bersifat non-reilit

Terorisme kini jelas menjadi isu bagi peradabardeno. Sifat tindakan,
pelaku, tujuan strategis, motivasi, hasil yang dip&an serta dicapai, target-target
serta metode terorisme kini semakin luas dan besiarSehingga semakin jelas
bahwa teror bukan merupakan bentuk kejahatan kedkerdestruktif biasa,
melainkan sudah merupakan kejahatan terhadap pem@ardan keamanan umat
manusia ¢rimes against peace and security of mankind).?®

Di Indonesia, aksi terorisme menggunakan bom ddedpkan tidak kalah
marak. Di antaranya adalah ledakan bom 12 Oktobée 2li Legian, Bali. Tak
kurang 203 orang meninggal dunia dan ratusan amaamggalami cidera dan cacat.
Ledakan bom berkekuatan tinggi juga terjadi padagbstus 2003 di Hotel J.W.
Marriott. Kemudian disusul dengan ledakan bom giasieKedutaan Besar Australia
pada tanggal 2004, namun dalam ledakan kali ini yatag menarik perhatian.
Bahwa pelaku menggunakan mobil box untuk melancamesinya. Dan yang
paling menghebohkan lagi, pada tanggal 17 Juni 26¢&di ledakan di dua tempat
yang berbeda namun saling berdekatan yaitu di Ho#l Marriott dan Hotel Ritz
Carlton.

Meskipun tidak secara terang-terangan, Indonesiarggguhnya merupakan
bagian kerja sama internasional untuk memberaetasigme. Strategi kebijakan
pemerintah inilah yang kemudian menimbulkan préiess dari kelompok Islam

radikal bahwa pemerintah Indonesia telah menjadigdlitik negara besar.

28 «Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum”lata Jurnal Kriminologi Indonesia
FISP Ul, vol 2nolll (Desember 2002): 22.
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Indonesia telah berhasil bukan saja menangkapmargadili para pelaku
aksi-aksi teror, tetapi juga membongkar jaringarreke Keberhasilan ini telah
mengembalikan kepercayaan masyarakat, baik di dalaopun di luar negeri, akan
kesungguhan dan kemampuan Indonesia mengatasi ancdan bahaya nyata
terorisme. Keberhasilan ini juga menunjukkan pemya kerjasama internasional
dalam upaya bersama memerangi terorisme. Oleh &aenperlu terus dilakukan
upaya membangun dan memperkuat berbagai mekanigmas&mna bilateral,
regional, dan multilateral-global, untuk meningkatk daya mampu Indonesia
menghadapi terorisme.

Jamaah Islamiyah yang mungkin aktif di Asia Temggaliperkirakan
berjumlah sekitar 500 anggota, namun baru 100 orgagg telah ditahan,
khususnya di Indonesia, Malaysia, Singapura, ddipika. Sekitar 20-25 orang
yang diduga sebagai pengendali mungkin masih befiald@onesia, 10 diantaranya
telah diidentifikasi dan masih memiliki pengardf.

Hal ini dapat membuktikan, bahwa pertahanan daml®@an adalah salah
satu fungsi pemerintah untuk menghadapi segalamacecaman baik dari dalam
maupun dari luar negeri, yang diselenggarakan miekiktem pertahanan dan
keamanan rakyat semesta sebagai suatu sistem yamgmpatkan pertahanan dan
keamanan negara sebagai tanggung jawab bersameahselarga negara dengan
hak dan kewajiban yang dijamin oleh Undang-UndaagdD 1945.

Berdasarkan uraian dan teori-teori yang telah hdiba penulis mencoba

mengemukakaasumsisebagai berikut :

29 Hasyim,0Op.Cit., hal. 8.
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1. Strategi pertahanan dan keamanan RI adalah jalatargeopolitik pada
aspek militer, yang mengandung aspek-aspek kohsepgg, konsepsi
frontier, konsepsi kekuatan-kekuatan, dan konsppsciptaan rasa aman
dan keamanan bagi rakyat.

2. Strategi pertahanan dan keamanan Indonesia dir@muskielalui
mekanisme inklusif partisipatoris yang dilaksamakacara konsisten serta
dapat dipertanggungjawabkan.

3. Strategi pertahanan dan keamanan Indonesia dalamangani terorisme

mempengaruhi stabilitas kawasan ASEAN.

2. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahatadj maka penulis
mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotlegiat diartikan sebagai
dugaan awal atau jawaban sementara terhadap péaimasa maka penulis
merumuskan hipotesis sebagai berikut:
“Strategi pertahanan keamanan Indonesia dalam menagani terorisme
bersandar pada ARF dengan memperkuat kapasitas huka mengenai
terorisme, melakukan pertukaran informasi intelijen serta adanya pelatihan
bersenjata antar negara tetangga, maka stabilitakawasan ASEAN terutama
dalam bidang keamanan dapat berjalan secara konduliuntuk mencegah

terorisme”.
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Operasionalisasi Variabel dan Indikator

Dalam memudahkan pengoperasian variabel makatdib&abel

operasional variabel dan indikator sebagai berikut:

Tabel Operasional Variabel dan Indikator

Variabel dalam
Hipotesis (Teoritik)

Indikator (empiric)

Verifikasi (Analisis)

Variabel bebas : Adanya langkah; Data-data Perpu No. 1 dan no. 2/2002
Srategi pertahananlangkah pemerintahberlaku 18 Oktober 2002 tentang
keamanan Indones|auntuk memperkuatkekuatan hukum dari lembaga
dalam menanganikapasitas  hukumpemerintah untuk memerangi
terorisme bersandamengenai terorisme.

pada ARF dengapterorisme. (http://www.legalitas.org/incl-
memperkuat php/buka.php?d=2000+2&f=perpul-
kapasitas hukumAdanya kerjasama2002.htm dan

mengenai terorisme,antara  Indonesi
melakukan dengan ARF.
pertukaran informasi

intelijen serta adanya

pelatihan bersenjata

antar negara

tetangga.

ahttp://www.legalitas.org/incl-
php/buka.php?d=2000+2&f=perpu2-
2002.htm)

tetangga.
(http://www.interpol.go.id/interpol/tra
nsnational-crime.php?read=13)

Data-data tentang Informasi Intelije
dan pelatihan bersenjata antar neg

2N
jara

Variabel Terikat :

Maka stabilitas| tingkat terorisme teroris di wilayah Indonesia yar
kawasan ASEAN diwilayah ASEAN. | sering melancarkan aksinya di wilay|
terutama dalam ASEAN.

bidang keamanah

dapat berjalan seca
kondusif

untuk
mencegah terorisme.

Adanya penuruna

ra

nData-data tertangkapnya pelaku-pels

aku

g
ah



http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+2&f=perpu1-2002.htm
http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+2&f=perpu1-2002.htm
http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+2&f=perpu1-2002.htm
http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+2&f=perpu2-2002.htm
http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+2&f=perpu2-2002.htm
http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+2&f=perpu2-2002.htm
http://www.interpol.go.id/interpol/transnational-crime.php?read=13
http://www.interpol.go.id/interpol/transnational-crime.php?read=13
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4. Skema Kerangka Teoritis
INDONESIA > ASEAN
A 4 v
BIN R Strategi Pertahanan dar; ARF
Keamanan
A 4
v v v v
Memperkuat | | Penyelidikan Pertukaran Pelatihan
kapasitas Intelijen Informasi bersenjata
hukum Intelijen antar negara

A 4

Strategy stability indeks
a. Meningkatkan kualitas dan intensitas kerja sameagdi

bidang.

berbeda.

b. Meningkatkan saling pecay&dgnfidence) antara sesam
anggota walaupun pada awalnya memiideologi yang

c. Mempersiapkan kepemimpinan yang akan datang.

o

A 4

Terciptanya Stabilitas
Kawasan ASEAN
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Tingkat Ananilis, Metode Penelitian, dan Teknik Pegumpulan Data

Tingkat Analisis

Penggunaan Tingkat Analisis dalam penelitian irdalah Analisa

Korelasionis, yang unit eksplanasinya dan unit isaaya pada tingkatan yang

sama.

2.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adataétode deskriptif

analitis dan metode historis analisis:

a.

Metode Deskriptif Analitis, yaitu metode yang digkan untuk
mendefinisikan fenomena yang ada dan membahaisargahg ada serta
berkembang dewasa ini kendati yang setuju padaapan alternatif
untuk membahas permasalahan yang dihadapi. Metodeada akhirnya
akan dapat dikomparasikan dengan prediksi realit@sa yang akan
datang. Metode deskriftif analitis menggambarkamengklarifikasi,
menelaah, serta menganalisis fenomena yang adasadicin atas
pengamatan dari beberapa kejadian dalam masatah bexsifat aktual di
tengah realita yang ada untuk menggambarkan setaca fenomena
sosial tertentu, serta berusaha memecahkan masali@am prakteknya
tidak sebatas pengumpulan dan penyusunan datajnkest meliputi juga
analisis dari interpretasi data-data tersebut.

Metode historis analisis, yaitu metode penelitiaangy menghasilkan
metode pemecahannya yang ilmiah dan perspektibriissuatu masalah,

yakni cara pemecahan suatu masalah dengan cagarppulan data dan
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fakta-fakta khusus mengenai kejadian masa lam@damd hubungannya
dengan masa kini sebagai rangkaian yang tidakutiesp dan saling
berhubungan satu sama lain . Metode penelitiandigunakan untuk
mengungkapkan peristiva masa lalu, metode iniriditaesimpulannya
untuk kemudian dikomparasikan dan dicocokan dengandisi yang
tengah terjadi pada saat ini serta juga dapatdidga dasar untuk

melakukan prediksi-prediksi masa yang akan datang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah &rpglstakaan, yaitu
teknik pengumpulan data dengan mencari data-data ldgustakaan buku,
informasi-informasi berdasarkan penelaah literaatau referensi baik yang
bersumber artikel-artikel, majalah-majalah, suratbde, jurnal, buletin-buletin,
internet, maupun catatan-catatan penting mengeaidiah yang berkaitan dengan

permasalahan yang sedang diteliti penulis.

F. Lokasi dan Lama Penelitian
1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mengambil lokasi di beberapgppstakaan atau instansi
yang dianggap relevan dengan tujuan memperolehddatanformasi yang lengkap
dan akurat mengenai bahasan yang diteliti, lolasebut yaitu:
1. Departemen Pertahanan

Jin. Merdeka Barat 13-14. Jakarta 10110

2. Perpustakaan Centre for Stategic Internationali&ueSIS)
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Jin. Tanah Abang Il No. 23-27. Jakarta Pusat.

3. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan
Jin. Lengkong Besar No. 68 Bandung.

4. Perpustakaan FISIP Universitas Parahyangan
Jin. Ciumbuleuit, Bandung.

5. Perpustakaan FISIP Universitas Padjadjaran

JIn. Jatinangor, Sumedang.

2. Lama Penelitian
Penelitian ini akan dilaksanakan dalam kurun waktam bulan terhitung
dari bulan Agustus sampai dengan bulan Januari.2@d@pun tahapannya yang

lebih rinci dapat dilihat dalam tabel pada halarmankutnya.
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Tabel 1.1

Jadwal Kegiatan Penelitian

2009/201

Jadwal Kegiatan Agustus September Oktober NovembBesember Januari

11213|4|1(2|3|4|1|2|3|4|1(2(3|4|1|2|3|4]|1|2|3|4

Tahap Persiapan

.Konaltasi Judu

b.Pengajuan Juc

Penyusunan

Proposal

a.Seminar Propos

n.Pengurusan ljin

Lap.

Pengumpulan Data

Pengelolahan/Analis

Data

Kegiatan Akhir

a.Penyusunan Skrips

b.Seminar Draf

c.Perbaikan Hasil Dr:

d.Sidang Skrips
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Sistematika Penulisan

BAB | PENDAHULUAN

Pendahuluan, bab pendahuluan yang mendeskripsikagaimana
penelitian ini dilakukan yang meliputi latar bedalg penelitian,
identifikasi masalah, pembatasan masalah, tuj@nkegunaan penelitian,
kerangka teoritis dan hipotesis yang terdiri daperasionalisasi variabel
dan indikator serta skema kerangka teoritis, asaswnsi, metode
penelitian yang terdiri dari teknik pengumpulantagalokasi dan lama
penelitian serta sistematika penulisan.

BAB I STRATEGI PERTAHANAN DAN KEAMANAN
INDONESIA

Bab ini menguraikan tentang strategi pertahanan k#@mmanan Indonesia
untuk menghadapi segala ancaman baik ancamarsitraai maupun non
tradisional, postur pertahanan Indonesia, dan nesia dalam
pengembangan konsep wawasan nusantara.

BAB Ill TERORISME DI KAWASAN ASEAN

Bab ini dikhususkan untuk membahas terorismer laddakang masuknya
terorisme di Asia Tenggara, dan gerakan terorididesia Tenggara.

BAB IV VERIFIKASI DATA

Dalam bab ini akan membahas, menguraikan sertgamen Hipotesis
dan indikator-indikator penelitian yang dideskilas dalam data.

BAB V KESIMPULAN

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yaprgu memberikan

beberapa kesimpulan serta saran-saran yang dipgpéalu.



